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PEMBANGUNAN POLITIK HUKUM PASCA REFORMASI
DI INDONESIA

Oleh: Dr. H. Azis Budianto, SH.MS"

Abstrak

Pengertian era reformasi  dalam khazanah politik Indonesia merujuk pada masa pasca berhentinya
Jenderal (Pum,) Socharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Sejak itu,
berbagal tuntutan pun disuarakan oleh elemen masyarakat untuk memperbaiki kondisi dan struktur
ketatanegaraan, antara lain: Amandemen UUD 1945, penghapusan Dwifungsi ABRI; penegakan
supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan
nepotisme {KKN); desentralisasi dan hubungan yang adil antara Pusat dan Dacrah {otonomi daerah);
mewujudkan kebebasan pers; dan  mewujudkan kehidupan demokrasi. Dan sudut pandang sistemn
nukum (fegal sysiem) yang berkembang sclama mi hingga era reformasi, secara sirukiural,
substansional maupun budaya hukum, teori in akan sangat mudah melakukan evaluasi keberadaan
konsep maupun penerapan hukum yang seharusnya. Untuk menganalisis politik pembangunan
hukum nasional dalam era pasca reformasi, salah satu rujukannya adalah pada naskah RPIMN.
Namun demikian sebelum meninjau politik pembangunan hukum nasional dalam era pasca
reformasi, penting ditinjau lebih dabulu aspek historisnya, yakni politik pembangunan hukum
nasional pada era sebelum masa reformasi dan pada masa reformasi. Untuk melakukan pembarian
terhadap substansi (materi) hukwm nasional, diperlukan penelitian yang bersifat mendalam, apar
mpuan menisdakan umpang tindih dan inkonsistensi peraturan dapat dibindari.

hata konci: Pembangunan Politik Hukum

Abstrace

Definition of the reform era in Indonesias political repertoire refers 1o the period after the
cessation of Genmeral (ret) Soeharto as President of the Republic of Indonesia on 21 May 1998,
aince then, various demands was echoed by elements of seciety w improve the condition and
siructure of public administration, inter alia: Amendment of the Constltution 1943, the elimination
af the dual function of the armed forces; upholding the ride of law, respect for human rights
{hwman rights), and the evadication of corruption, collusion and repotism (KKN), decentralization
and equitable relationship between the central and regional (Tocal autonomy); embodies the
freedom of the press; and realizing democracy. From the perspective of the legal system (legal
svsteny that developed during this time to the era of reform, structural, and cultural substansional
law, this theory would be very easy fo evaluate the existence of the concept and application of the
law should be. To analyze the political development of national law in the post-reform era, one
reference is REJMN manuscript. However, before reviewing the political develapment of national
law in the post-reform era, are reviewed firs! important historical aspects, mamely the political
development of national law in the era before the reforrnasi and the reform period. To perform the
update on the substance {matter} natlonal laws, which are in-depth research is needed, in order o
negate e purpose regulatory overlap and inconsistencies can be avolded.

Keywaords: Political Development Law
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A. Pendahuluan

Perkembangan situasi politlk memasuki
era milinium ketiga, diberbagai negara di dunia
arus perubahan global temyata meninggalkan
otokrasi-otokrasi politik yang mengisolasi me-
nuju pembaharuan. Sebut saja Uni Sovyet, pada
saat dipimpim Gorbachev, temyata mampu
menghasilkan restorasi reformasi hingga ke Ero-
pa. Di Uni Soviet aklirnya menghasilkan nega-
ra-negara baru, Di Eropa Jerman Timur dan Ba-
rat bersatu. Di Afrika dan Timur Tengah saat ini
terjadi pergolakan yang menunjukkan tekad
pembaharsan. D1 Indonesia, era reformasi ber-
gulir sejak 1998, yang menumbangkan era re-
zim Orde Baru,

Perubahan-perubahan yang tenjadi bemiu
cepat di berbagai belahan dunia dalam konteks
akademik telah melahirkan berbagai teon ten-
tang transisi, baik dalam konteks politik, ekono-
mi, hukum, dan kenteks-konteks lannya. Dalam
konteks politik, makna "transisi politik" antara
lain diartikan sebagai peralihan atau perubahan
pemerintahan vang terjadi di berbagai negara.
Di beberapa negara, kekuatan-kekuatan oposist
telah berubah menjadi penguasa; sementara itu
di sebagian negara-negara lninnva, walaupun ti-
dak sepenubnya terputuskan dengan rezim sebe-
lumnya yang lalim, namun telah menjauhkan di-
rinya dari mereka dan dari warisan pelanggaran-
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim-
rezim sebelumnya yang hersifar otoriter.

Diantara beberapa kasus, arah transisi po-
litik telah menuju demokrasi, baik dengan cara
memulihkan suatu bentuk demokras dar peme-
rintahan yang telsh dirusak oleh suatu rezim
yang diktator, atau melalui langkah-langkah un-
tuk membentuk suatu pemerintahan demokrasi
yang baru, dimana tak satu pihak pun dan rezim
sebelumnya yang dilibatkan. Dh beberapa nega-
ra lainnya, rezim yang baru belum dipilih secara
demokratis; atau bahkan mereka masuk ke da-
lam kekuasasn melalun keluaran, namun mereka
telah mengembangkan penghormatan terhadap
HAM, Dalam beberapa situasi yang lain, peme-
rintahan yang baru menyalabhkan kejahatan-ke-
jahatan yang dilakukan oleh pemerintahan lalim
sebelumnys, dan menghukum mereka-mereka
yang dinyatakan bersalah; namun mereka kemu-
dian juga terlibat dalam praktek-prakiek represif
sebagaimana dilakukan oleh rezim sebelumnya,
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meskipun dalam wujud karakter yang berbeda
atau diarahkan pada target-target yang berbeda,
Dalam pandangan neo-liberal yang kon-
vensional tentang transisi, yang dipegang olch
lembaga-lembaga multilateral dan para penasihat
pemenntahan, bahwa transisi merupakan:'
"a relatively waproblematic implementa-
tion of a set of policies imvolving economic
liberalisation and marketisation alongside
democratisation, enabling the creation of a
market econonty and a liberal polity, relies
on an under-theorised wndersianding of
change in post-compuerism”,

Berikutnya, berbagai penyebab dari knsis
di Uni Soviet, schagaimana diidentifikasi oleh
kalangan pers di Barat, menunjuk secara lang-
sung kepada peranan sentral dari warisan ke-
ranpka-kerangka institusional and hubungan so-
sinl yang cksis yang diperoleh dari sosialisme
negara ke arah suaty pemahaman dan berbagai
jalun dimana transisi memainkan dirinya sendiri.
Dalam konteks int, Pickles dan Smith berpanda-
ngan bahwa:
"ransition is not a one-way process of
change from one hegemaonic system fa ano-
ther, Rather, a transition constitules a com-
plex reworking of old social relations in
the light of processes distinct to one of the
boldest projects in contemporary history -
the attempt to consiruct a form of capita-
fiswr om aned with the ruing of the comm-
nisl system”

Lebah lanjut dalam konteks hukum, masa-
lah transisi ini antara lain memupewlkan termi-
nologi keadilan transisional {mramsitional justi-
ce). Keadilan rransisional adalah keadilan dalam
masa transisi politik. Dalam perspektif Ruti G.
Teitel, konsepsi keadilan dalam periode peruba-
han politik bersifat luar biasa dan konstruktif:
Hal ini secarn bergantian dibentuk oleh, dan me-
rupakan inti dari, transisi politik. Konsepsi kea-
dilan yang timbul bersifat kontekstual dan par-
sial: Apa yang dipertimbangkan sebagai sesuatu
yang "adil" bersifar tidak pasti dan dapat dikait-

| John Pickles dan Adrian Smith, eds., Theorising Tran-
sifion: The Political Economy of Pogt-Commimis?. Trans-
formations { London: Rewledge, 1998}, hal. 1 -2,

* Ibidbal 13
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kan dengan masa yang akan datang; dan hal ini
didasarkan atas informasi dar ketidakadilan se-
belumnya, Respon-respon terhadap pemennta-
han vang represif memberikan arti terhadap rude
of daw.!

Dengan berbagai cara, HAM telah menja-
di pusat dari revolusi demokratis yang telah
menyentuh setiap bagian dar belahan dunia da-
lam beberapa tahun terakhir ini. Walaupun arus
demokrasi telah mengalir dengan cepat, demok-
rasi-demokrasi yang muncul masih menghadapi
hambatan-hambatan  yang menakutkan  dalam
menegakkan sturan-aturan hukum dan memben-
tuk jaminan yang kokoh terhadap HAM. Peme-
rintahan-pemerintahan yang demokratis ini se-
ringkali merupakan abli waris dari rezim-rezim
diktator yang mempraktekikan berbagai pelang-
garan HAM berat scperti cksekusi di huar hu-
kum, "orang hilang", penyiksaan sistematis, dan
penahanan rahasia *

Problematika yang dihadapi oleh negara-
negara demokratis baru ini adalah bagaimana
mereka hams memperlakukan pihak-pihak yang
telah bersalah melakukan berbagai kejahatan
tersebut dalam rezim yang lama, Kesulitan yang
muncul dalam mencapai suatu solust yang adil
vang dapat diterima oleh masyarakat yang telah
tama menderita dan yang mengarahkan kepada
kedua pihak, baik pihak yang melakukan pem-
bunuhan maupun pihak yang menutup-nunpi
perbuatan tersebut. Bagarmanapun pedihnya pen-
deritaan para korban vang kemudian membuat
mereka menuntut keadilan, para pengambil kepu-
tusan tetap harus menimbang-mimbang  nsiko-
risthon untuk memulal suatu proses yang bisa me-
nakutkan pihak militer atau kekuatan-kekuntan
lzmn yang memaliki kaitan dengan orde sebelum-
nya sungat berpatensi untuk merusak transisi po-

" Run G Teitel, Transivonal fustice (Oxford: Osxford
University Press, 20000, hal. 6, Memumat Teitel, ketika
suaty negara mengalamd ransisi polink, warisan Ketidak-
adilan berhubungan dengan apa yang disnggap bersifat
transtommndif. Uintuk beberapa konteks temendu, timbulnya
respon-respon hukom semacam i telab memberi contoh
transisi politik. Darl berbagai wacana vang ada, scmiskin
rerbukt] bahwa persnan hukum dalam misa transisi podi-
tik bersifin kompleks.

* Jamal Benomar, “wsfice After Tronsition," dalam Kritz,
ed.,, Trunsiticnal Justice: How Emerging Democracies
Reckon with Former Remes, Volume ©1; General Consi-
derntions, op. o, hal, 32,

Azl Budianio

Intik: menuju demokras.’

Permasalabhannys, Bagaimana Perkemba-
ngan Pembangunan  Politik Hukum di Indone-
sin?

B. Indonesia dalam Masa Reformasi

Walaupun tidak dapat dikatakan berlang-
sung dengan mulus, dalam penode sejak tahun
1990 hingga awal 1998 atau hampir 8 (delapan)
tahun waktu itu, bangsa Indonesia telah mema-
suki masa reformasi. Dalam khazanah palitik In-
donesia, pengertian era reformasi merujuk pada
mass pasca berhentinya Jenderal (Purn.) Soehar-
o sebaga Presiden Republik Indonesia (RI) pada
tanggal 21 Mei 1998, Berhentinya Socharto ter-
sebut antara lain diakibatkan adanya protes yang
bertubi-tubl dan terus-menerus dan rakyat pada
wmumiya dan para mahasiswa pada khususnya,
di tengah-tengah merosotnya keadaan sosial dan
ckonomi.* Sebagaimana diketabu, Wakil Presi-
den B.J. Habibie kemudian dilantik sebagai Pre-
siden untuk menggantikan Soeharto.

Berbagal mumintan pun kemudian disuara-
kin oleh elemen-clemen masyarakat untuk mem-
perbatkt kondisi dan struktur  ketatanegaraan
pasca Onde Baru Tunfulgn-tuntutan  tersebut
antara lain adalah sebagai berikut: (1) amande-
men ULD 19435, (2} penghapusan Dwifungsi
ABRI; (3) pencgakan supremasi hukum, peng-
hormatan hak asasi manusia (HAM), dan pem-
berantasan  korupsi, kolusi, dan  nepotisme
{KKN); (4) desentralisasi dan bubungan yang
adil antara Pusat dan Daersh (otonomi daerah);
{5) mewujudkan kebebasan pers; dan (6) mewu-
Judkan kehidupan demokrasi.” Dalam pandangun
Internasional IDEA, suatu fembaga mternasional
untuk bantuan demokrasi dan pemiliban umum
{(pemilu) vang berpusat di Swedia, agenda refor-
masi vang terjadi i Indonesia pasca berhentinya

* [hid hal 36

* Domald K. Emmerson, ed. Sdonesia Sevond Sochario:
Negara, Ekonomi, Mugparakar, Transiy {Jakarta: PT Gro-
media Pestakn Utsma bekerja sama dengon The Asia
fl:lundutinn. 2001}, hal. xi.

" Unink mendslami hal ini, lhel Majebis Permusywwara-
tun Rakyvat Republik Indonesia (MPR RI), Pandusn dalam
Memssyarakntkan Undang-Undang Dasar Mepgars Repub-
ik Inenesin Tohun 1945 Latar Beloksng Proses, dun
Hasil Pesubahun Undang-Undang Casar Negars Republik
Indenesia Tahun 1943 (Jakarta: Sekretaniat Jenderal MPR
RI 2003), hal. &,
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Socharto meliputi beberapa bidang sebagai beri-
kut: (1) konstitusionalisme dan aturan hukum; {2)
otonomi daerah; (3) hubungan sipil-militer; (4)
masyarakal sipel; (5) reformasi tata pemenntabarl
dan pembangunan sosial-ekonomi; (6) jender;
dan {7) pluralisme agama."

Dari aspek sistem hukum {(fegal sysiem)
yang berkembang selama i hingga era refor-
masl, secara strukiural, substansional maupun
budaya hukum, nampak teor ini akan sangat mu-
dah guna melakukan evaluasi bagaimana kebern-
daan konsep maupun penerapan hukum yang se-
harusnya,

Yang paling mudah, ketika sistem tidak
berjalan dengan baik, waktu yang paling kritis
spcara politis yakni awal 1998 (Januan-hngea
Mlei 1998) lermnyata legitimas hasil pemilu odak
marnpa menjadi landasan legitimasi hukum. Dan
tmipun berdampak  terhadap legitimast hulum
pemerintalvan Habibi, Era tersebut di antaranya
kemudian ditandai dengan pembentukan Kabinet
Keformasi Pembangunan. Mamun Kabinet ind t-
dak berumur panjang, Sckitar 13 (tiga belas) bu-
lan  kemudian, diselengrarakanlah  penmliban
umirm tehun 1999, yvang  disamping adanya ber-
bagai kekurangan, telah diakus schagai penye-
lenggaraan pemilu demokratis kedua setelah pe-
milu pertama tabun 1955, Sam setengah tahun
setelah berkuasa, Presiden B.J. Habibie pun ter-
paksa harus meletakkan jabatannya setelah pi-
dato pemanggung-jawabannya ditolak cleh MPR
dalam Sidang Umumnya pada tanggal 19 Okto-
ber 1999.° Padahal sebenamya in bisa saja tetap
mencalonkan din dalam pemilihan Presiden beri-
kutnya, karena tidak ada larangan bagi seorang
Presiden vimg telah ditolak pidito pertanggung
jawabannya untuk tetap mencalonkan din: wa-
laupun juga tidak ada jaminan bahwa ia akan bisa
terpilih kembali setelah pidato pertanggungjawa-

¥ Untuk mendiskusikan hal ini lebih lamyut, lihat Intesma-
tivnal IDEA (Lembaga Intemasional untuk Bantuan [he-
mokeasi dan Pemilu), Penilaian Demokratisasi di Indo-
nosla (Pengembnnypan Kapasites Seri 8} (Jukarts: Intema-
tional IDEA, 2000},

! Ketetepan MPR Nomeor [IVMPR/999 emtang "Por-
tanggungiawskan Presiden Republik Indonesia Prof Dr.
Ing. Bacharuddin Jusaf Hobikie” dalam Maoelis Permu-
syawaraten Rokyal Republik Indonesiz, Ketetapan-kete-
tpan Magelis Permusyawaraten Rakyat Republik [ndoms-
zin Hesil Sidong Umum MPR R] Tobun E599 (Jokirta:
Srckretarint Jenderal MR RI, 1999), lal 4% - S0
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bannya ditolak oleh MPR,

Seteluh melakukan penyempumaan terha-
dap Ketetapan MPR Nomor [IMPR/1973 ten-
tang "Tatacara Pemiliban Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia™" menjadi Kete-
tapan MI'R Momor VIMPR/1999 tentang "Tata-
cara Pencalonan dan Penulihan Presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia®,' maka
MPR pun kemudian mengangkat KLH. Abdwrah-
man Wahid menjadi Presiden R1"¥ dan Megawati
Soskamoputrt sebaga Wakil Presiden RL"

Mamun pemerintahan Presiden Wahid im
tdak berlangsung lama, melainkan hanya sckitar
20 bulan. Setelah diguncang oleh Skandal Bulog
yang pemama atan vang lebih dikenal sebagai
Buloggate 1, dan setelah melalur 2 (dua) kali Me-
morandum DPR, maka melahn Ketetapen MPR
Nomor [VMPRZ001 entang "Perfanggungjawa-
ban Presiden Hepublik Indoncsia K.H. Abdurrah-
man Wahid",” MPR akhimya memomskan en-
tuk memberhentikan Wahid schagal Presiden RI
serta menyvatakan tidak berlaku Ketetapan MPR
Womor VIFMPR/I999 entang "Penganpkatan
Presiden Republik [ndonesia”." Putusan ini di-
ambil setelah Presiden Wahid tidak hadiv dan
mmienolak unmk membenkan pertangpungiawaban
dalam Sidang lstimewa MPR tahun 2001 serta
penerbitan Maklumat Presiden RI tanggzal 23 Juli
2001 vang dinits telah sungeub-sungeguh mic-
langgar haluan negara. "

Sejalan dengan hal iy, melalui Ketetapan
MPRE Nomor HEMPR200T tentang "Penetapan
Waokil Presiden Republik Indonesia Megawati

I Depurtemen Penerangan Republik Indonesia, Kureta-
Ppan-keretapan Mayells Peemusyowarotun Rabyat Repuh-
ik Indresin Yolwe 1973 (Jakara; Predoya Parmomita,
1978). hal 47 - 54,

" Majelis Permusynwiratan Rakyat Republik Indonesin,
Keictapan-keretapan  Majelis  Pesmusyawarnoan  [Rakyag
Hepubhk Indonesia Hasil Sidang Umum MPE Rl Tahun
L9929 op. e, hal, B9 - 96,

2 rhid., Ketetapan MPR Nomor VIIMPRI999 tentang
"Pengangkatan Presiden Republik Indooesiz®, hal, 97 -
101.

" jhid. Ketctapan MPR Nomor VIIIMPWI999 tentang
"Pengangkiatan Wekil Presiden Republik Indonesia®, hal,
103 - 107.

' Majelis Permusyawarntan Rakyal Republik Indonesia,
Pumsan Sidang Istimewa MR RI Tahun 2001 (Jakarta:
Sakretanat lenderal MPR RL 20600, hal, 10 - L7,

Y Ibid,, Pasal 2

"t Pasal 1.
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Sockamnoputrl Sebagai Presiden Republik Indo-
nesia”,”” MPR kemudian mengangkat Wakil Pre-
siden RI Megawati Sockamoputri sebagai Presi-
den RI menggantikan K.H. Abdurrahman Wa-
hid."™ Masa jabatan Presiden Megawat adalah
terhitung sejak dincapkannya sumpah atau janji
di hadapan Rapat Paripuma MPR sampai habis
sisa masa jabatan Presiden BRI 1999 - 2004."

Schagm hasil pemilihan Presiden dan Wa-
kil Presiden vang diselenggambkan secara lang-
sung untuk pertama kalmya di Indonesia pada
tahun 2004, terpiliblah pasingan Presiden dan
Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhovono dan
M. Yusuf Kalla. Dalam pelaksapaan pemilihan
umum 2004 fersebut, tidak hanva Presiden dan
Wakil Presiden yang dipilih secara langsung, te-
tapi juga para angeols Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). Dewan Perwakilan Deerah (DPD), dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pro-
ses demokratisasi ito kemudian berlanjut dengan
penye-lenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Ducrah secara langsung yang mu-
lai diselenpgarakon & berbagai daerah pada ta-
hun 2005,

C. Sistem Hukum Indonesia di Era Pasca
Reformasi

Dengan telah diselenggarakannya pemili-
han umum secara langsung dan terbentuknya
berbagai pranata baru yang makin mendorong
langkah-langkah menuju demokratisasi - dianta-
tanya dengan telah dipemenuhinya beberapa
fontutan masvarakat yang menpgemuka pada ma-
sa-masa awal reformasi sehagaimana discbutkan
di muka, walaupun dalam kenyataannya tidak
dapat berdangsung dengan mulus - tahap demi
tahap bangsa Indonesia telab metnasuki era pas-
ca refommasi.

Dalam era yang disebut sebagai pasca re-
formasi ini, beberapa tuntutan vang dikemuka-
kan masyarakat akan tetap ada, terutama vang
terkait dengan sektor-sekior vang belum terca-
pai pada masa reformasi, Dalam kaitan dengan
topik Pidato Pengububan ini, sektor-sekeor ter-
sebut diantaranya adalah yang berkaitan denpan

I Majelis Permusyswaratan Rakyat Republik Indonesia,
Peausan Sidong fstimewa MPR RI Tahun 2001, ap. cir,
hal. 19 - 24,

* hid., Pasal |.

" Thriel., Peal 2.

Azis Bindigrine

penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pem-
berantasan  korupsi, kolusi, dan nepolisme
(KEN). Dn samping itu juga akan sefaln muncul
mntutan terhadap pemenuhan keadilan dalam
bidang ekonomi. Agenda reformasi sebagaima-
na tersebut di muka terus bergulic dan semenjak
masa kepresidenan B.J. Habibie, dan terus ber-
lanjut pada masa kepresidenan Susilo Bambang
Yudhoyono, Salah satu inti dari berbagai tuniu-
tan yang diajukan rakyat adalah terpenuhinya
rasa keadilan masyarakat, Namun demikian, da-
lam realitanya, ukuran rasa keadilan masyarakal
itu tidak jelas. Karena itulah pembangunan hu-
kum akan menjadi sangat penting dalam era
reformasi.

Salab salu permasalahan mendasar vang
sering diwacanakan dalam era reformasi i ada-
lah mengenai aspek hukum. Aspek hukum yang
dimaksudkan di sini mencakup berbagat dimen-
51 yang luas, vang secara mendasar dapat disari-
kan menjadi 3 (tiga) anasir sebagai berikut: (1)
structure (tatanan  kelembagean dan kinerja
lembaga); (2) substance (matern hukum);, dan
(3) legal culture (budaya hukum). Ketiga aspek
ini - merupakan teori Lawrence M. Friedman
- yang sangat sering dirujuk dalam berbagai pe-
nelitian dan kajian tentang sistem hukum di In-
donesia "

Friedman mendeskripsikan  elemen-ele-
men dari sistem hukum dalam kalimat-kalimat
sebagai berikour

"In modern American sociely, the legal

svstem i evirwhere with uy and arowrd

us. To be sure, most of ux do nof e

much confact with courts and  lowyers

excepl in emergencies. But mot a day goes
by, and hardly o waking howr, withow
comtact with low in @15 broader senze - or
with penple whose behavior is modified or
influgnce by law, Law is vasi, though

somefimes fnvisible, presence ™

Elemen pertama yang disebul Friedman
adalah struciure (tatsnan kelembagaan dan ki-

 Lawrence M. Friedman, American Law: An Introducti-
on (New York: W.W, Norfen dan Company, 1984), Likat
puin Lawrence M. Friedman, 4 Hisrory of American Law
{Mew York: Simon and Schuster), 1973,

Y Friedman, American Law: dn Inroduction, ap. cir., hal.
I
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nerja lembaga), yang dideskripsikannya sebagai

benkut:
"We now have o prefiminary, rough idea
af what we mean when we talk aboul our
legal spstem. There are other ways 1o ana-
lvze this complicated and impariant set of
instigetions. To begin with, the legal sys-
tem has structure. The spstem v constan-
tly changing; but parts of it change at dif-
Jerent speeds, and not every part changes
as st ay certatn other pavts. There are
persistent, long-term patterns - aspects af
the sysfem thal were fere vesterday for
even in the last cenfry) and will be
aronmd fora long time o come. This is the
sirrciure of the legal system - Hx skeleton
or framework, the durable part, which
mives a kind of vhape and definition to the

whafe™ "

Sedangkan elemen kedua yang dipaparkan
oleh Friedman adalah substance (ketentuan per-
undang-undangan) yang digambarkannya seba-
gai benkut;

"Another aspect of the legal system is iz

suhsrece, By this v meant the actual mi-

{ex, norms, and behavior patierns of peo-

ple inside che syseem, This is, first of ali,

"the law" in the popular sense of the term

- the fact that the speed limit is fifiv-five

mifex an howr, that burglors can be sen! to

prizon, that "by law"™ a pickle maker hax
io list his ingredients on the label of the
iar®.”

Sedangkan tentang clemen ketiga adalah
legal culture (budaya hukum). Mengens fegal
cutlture mi Friedman antara mendeskripsikannya
sebagai berikour:

"By thizv we mean people’s ortitudes fo-

ward law and the legal system - their be-

ligfs, values, Ideas, and expectations. In
ather words, it is thai part of the general
culture which concerns the legal system.

v The legal cullure, in other words, is the

elimete of soclal thought and social force

B Fricdmen, dmerican Low: An Infradiction, ap. cit..,
hal 5
o Friedmin, Americar Law: An fntrodiection, op. off., hal.
6-7
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which determines how law is used, avoi-
ded, or abused Withouwi legal culture, the
fergal system is merd - o dead fish lnng ina
hasket, mol a fivirg ﬁ.:.'.f:l swinnmings i
seg" ™

Pengaruh dan pandangan Fredman i,
khususnya vang terkait dengan 3 (tiga) unsur sis-
tem hukum, bahkan tetap ada hinggs saat ini,
vaknt dalam politk hukum yang diberlakukan
dalam era pasca reformasi, Yang dimalsud de-
ngan politik hukwm dalam era pasca reformasi ini
secard khusus merujuk pade beberapa araban
yang bertajuk "Pembenaban dan Sistem Politik
Hukum" vang mercpakan salah satu bagian dari
Rencana Pembangunan Jangka Nlenengah MNa-
sional (RPIMN) 2004-2009.% Dengan demikian
pembahasan dalam bagan berkumyva im juga
akan didasarkan pada ketiga unsur sistem hukum
tersehul,

RPIMN ini bahkan dapat dilibat sebagai
semacam  Ganis-Gans  Besar Halwan Negam
(GBHN) dalsm era Orde Lama dan Orde Ba,

H kg Dalum pengamitan penuhs, ketign unsur sisiem
hakum yang dikermukakan oleh Frcdnman ini sangal
mempengarubi pendepat pars smcans hukum Indonesis
dalam merumuskan berbagai pasdungan mergenni hukum
don sigtem hukum, Misalnya sebagumans dilakukan Be-
dan Pembinann Hukum Masiomal (HFHMN) Departemen
Hukum ddan Hak Asssi Mapgsiz ketika merumesken ut-
Aur-wiear sistem hukom Indonesis,. Menurut BPHN, sis-
tem hiskum Indoncane tendin dart clemen-clemen sebagai
berikut: (1) materi hukwm {tatanan hukwm), termasok di
dalamimyn ialah: {u) perencensan bukem, (b) pembentukan
hukum. {c) peneliton hukum, dan (d} pengembangin bu-
kum. Uniuk membeniuk materi hukum havus dipeshatikan
politik hukum yang 1eluh ditetapkan, vang dapat berbadn
dari wako ke wakn karens adaryva kepentingon dan ke-
butahan; (2] aparmmr hokom, yakni mereks yang mempu-
ayal tugas dan fungsi: (ah penyuluhan hokum, (b} penca-
pan hukem, (<) peoegakan Pukum, dan {d) pelayanan
bukum. Adanya apamur hukum lerfeniu tdak bisa dife-
paskan kaitunnya dengan politik hukuem vang dianut; (3)
sarana dan prasareng hukem, yang meliputi hal-hal yang
bersifar Osik: {4) budaya hukum yang dianut olch wargs
magyarakal, lermasuk para pejabatnya; dan (3) pendidikan
hukum; Schogei bohan diskusi lihat pula Tim Scjarah
BPHN, Scjarah Sadan Pembingan Hukum Nesional (Ja-
kartn: Boden Pembinset Hukum Masional Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia R1, 2005).

= Republik Indonesia, Persturan Presiden Republik Indo-
ncsia temang Rencana Pembangunan Jangkn Menengah
Nastonal Tahun 2004-2000, Perpres Womor 7 Tabun
2KES, LN Nomaor 11 Tahun 2005,
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Sebagai akibat dari proses perubahan UUD 1943,
dimana salah satu dasar pemikiran perubshannya
adalah tentang kekuasaan tertinggi di tangan
MPR," maka semenjak tahun 2004, MPE hasil

* Adapun dasar-dasar pemikiran perubahan UUD 1945
vang dilakukan aotera tshun 1999 - 2002 anters lamn
melipati peninjavan dan penataan kembali kal-hal yang
terknit dengan permasalohan sebagai berikut: (1) UUD
1545 membentuk struktur ketatancgarann yang bertum-
pu pads kekuassan tertinggd di tangan MPR yang sepe-
nuheyn meloksanokan kedaulatan rakyat, Hal ini bers-
kibat pade tidok tecjadinyn checks and balances pada
instiusi-instimusl ketatancgaroan. Penguassan terhadap
MPR udalah knta kunei bagi kekuassan pemerintahan
negurn yang feakan-ckan tanpa ada hubungannya lags
dempan rakyat; (2) UUD 1945 memberikan kekuisaan
yang sangai besar kepada pemegang kekuasann chselu-
Tf (presiden), Sistern yang dianut oleh UUD 1945 ada-
lah exeouitve heavy, yakni kekunspnn dominan berads
di tangan presiden. Pada dini presiden terpusat kekua-
sann menjalankan pemerintahan (chicf exeoutive) yang
dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional vang lu-
zim disebul hak prerogatil (antara lain memberi grasi,
winneati, abalisi, don rehabilitasi) dan kekuasann fegis-
il karena memiliki kekuasaian membentuk UV, Hal
int lereermin jelas dolam Penjelasan UUD 1945, vanp
berbunyi Presiden ialsh penyvelenggora pemerintah Ne-
para yang tertinggl di bawah Majefis, Dua cobinp ke-
kisusaan negara yang seharusnyn dipiszhkan dan dija-
lankan gleh lembags negara yang berbeda tetapi nyara-
nyi berada :hi sutu tangan {Presiden) yang menyebab-
kan tidak bekegjanya prinsip checks and balances dan
barpotensi mendorong lahimys kekuasaan yang otori-
ter, (3} ULIDY 1945 mengandung pasal-pasal vang rerla-
ta "luwes" schinggs dopat menunuuikan lebih darl satg
pennfaiean (multitafsir), misaloya Pasal 7 UUD 1945
isehelum diukoh) yang berbunyi "Presiden dan Waki!
Presiden memegang jabatanaya selomn mosa lima ta-
hun dan sescdabisyn dopat dipilih kembali®. Rumusan
pasal it dapat ditefsickan |chih dari sate, yvakni tafsir
prertama babvwa presiden dan wokil presiden dapat dipi-
Iih berkali-kali dan tafsir kedua vang menyatokan bah-
wa presiden dan wakil presiden hznya bolch memang-
ku jabatin maksimal dua kali dan sesudah jn tidak bo-
Leh dipilih kemball. Contoh fain adalah Pasal 6 ayat (1]
UUD 1945 {sebelum dinbah) yang berbunyi: “Presiden
ialah orang Indonesiz ashi”, UUD 1945 tidak memberi-
kan penjelasin dom memberikan ami kata "orang Indo-
nesia nxli” iy, sehinggs rumusan ini menbuoks penafsi-
ran beragem, antire lnin orang Indonesia ashi adalah
wargn negarn Indonesia yang lohir di Indonesia st
warge negare Indonesia yang orang tuanyn adalah
oring Indonesta; (4] LILID 1945 terlaly banyak membe-
ri kewenangan kepada kekussaan Presiden untuk moe-
ngatur hal-hal penting dengon undsng-undang (UL,
UUD 1945 menetapkan bohwa Presiden jugn meme-
gung kekunsann legislatif sehingga Presiden dapat me-
rumuskan halkal penting sesuai kehendsknva dalam

Az Brediania

pemilihan umum pada tahun terscbut tidak Jagi
menetapkan produk hukum yang berupa GBHN.
Padahal sclama ini GBHN merupakan salah satu
sumber untuk memnjau politik hukum dalam
arti fegal policy, baik vang akan atau telab di-
laksanakan oleh pemerintah, Oleh karena i,
untuk menganalisis politik pembangunan hu-
kum nasional dalam era pasea reformasi, salah
satu rujukan utama kita adalah pada naskah
RPIMN tersebut, Namun demikian sebelum me-
minjau politik pembangunan hukum nasional da-
lam era pasca reformasi, akan kita tinjau lebih
dahulu aspek historisnya, yakni politik pemba-
ngunan hukum nasional pada era sebelum masa
reformmast dan pada masa relormasi,

Sehelum masa reformasi, politik pemba-
ngunan hukum nasional didasarkan pada bebe-
rapa GBHN. Pada masa Orde Lama, landasan
hukum GBHN fercantum dalam. Ketetapan
MFPR Momor UMPRS/I960 tentang "Manifesto
Politik Republik Indonesia schagai Garis-Garis
Besar Danpada Haluan Negara" yang ditetapkan
di Bandung pada tangpal 19 Nopember 1960

UL Hal ini menyebabkan pengaturan mengena; MI'E,
DPR, BPK., MA, DPA, dun Pernerinmmhan Dacrah disu-
sun eleh Presiden dalam bentuk: pergajuan Rancangan
Utidang-Undang (RULU) kepada DPR; dan {5) Bumesan
UL'D 1945 1entung semangat penyelengparn negara be-
lum cukup didukung ketentuan konstinesi vang memuat
puran dasar tentang kehidupan yang demokratis, sup-
remasi hakum, pemberdoyasn rakvat. penghormatan
hak ssasi manusia dan otonomi daersh. Hal ini membu-
ku peloang bugl berkembaignya praktek penvelengga.
roan negard vang tidak sesuni dengan Pembukaan LUD
1945, antarn Inin sebagai berkut: (a) tidak widnmyn
checks aml badoncey antarlembaga vegara dan kekuasa-
an terpusat pudn Presiden; (b) infrestrekiur politik yang
dibeniuk, antarz lain partal politik dzn organisisl ma-
syarakit, kuring mempunyai kebebasnn berckspresi see
hingga udok dapar berfungsi schagaimana mestinya; (o)
pemilihat wmom {pemibu) diselenggarakan untuk meme-
tuhi persyaratan demekeasi formal karena selurul proses
dan tabspun pelaksannannys dikuesai olch pemerintuh;
dan (d) kesejahreraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD
1945 tidnk tercapai, justru yang berkembang adalah sys-
tem monopoli, oligepel, dan monepsani. Disaping dasar-
dasar pemikinm tersebot, dalam proges peribmban UUD
1945 jugn ada beberaps kescpakatan dasar sebagm beni-
kut: {1} tidek mengubah Pembukaan UUD 1945, (2) tetap
mempertahankan MNegarn Kesatuan Republik Indonesia
(NERI) (3) mempertcgas sistem pernerintaban presiden.
siil; (4} Fenjelnsan UL 1945 ditindakan, serta hol-hal
rormatif dalam Penjelusan dimssukan ke dalam pasal-
pusal; den (5) perobahen dilakuksn dengan cara "adden-
dum®.
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dan Ketetapan MPRS Nomor I/ MPRS/ 1960
tentang "Garis-Garis Besar Pola Pembangunan
Nasional Semesta Berencana Tuhap Pertama
1961 - 1969" yang ditetapkan di Bandung pada
tanggal 3 Desember 1960 Namun demikian,
dalam kedua Ketctapan MPRS dan sckaligus
GBHN pertama di Indonesia, imi, tidak ditemin
pengaturan vang spesifik vang bisa dijadikan
landasan hukum politik pernbangunan hubum
nasional.

Kondisi yang sama juga tegadi pada Ke-
tetapan MPRS Nomor IV/MPRS/1963 tentang
“Pedoman-Pedoman  Pelaksanaan  Garis-Gans
Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan”
yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 22 Me
1963. Ketetapan ini sama sekali tidak memben-
kan landasan hukum yang bersifat spesiik bag
politik pembangunan hukum nasional. ™

Ketetapan MPRS pertama yang terkait sc-
cara langsung dengan bidang hukum adalah Ke-
tetapan MPRS Nomor XX/MPRS/19%66 lentang
"Memorandum DPR-GR Mengenas Sumber Ter-
tib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urcian
Feraturan Perundang Republik Indonesta” vang
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1966,
Walsupun tidak mengatur atau ferkail sccara
langsung dengan GBHN, namun dalam Keteta-
pan ini tercantum beberapa landasan pembangu-
nan politik hukum nasional unnik masa 1w,

Selanjuinya politik pembangunan  bukum
nasional secara nyata tercantum dalam beberapa
Ketetapan MPR tentang GBHN vang berfaku
pada masa Orde Baru, yang terdin dan sebagm
berikut:

a. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973
vang ditetapkan di Jakarta pada tanggal
22 Muarer 1973,

b. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/157S
vang ditetapkan di Jakarta pada tanggal
22 Maret 1978;"

¢. Ketetapan MPR No. IVMPR/I9ES yang

* Mujelis Permusyawaratan Rakyat Repuhlk [ndose-
gis, Himpinan Ketetupan MPRS dan MPR Talie 1960
sampal dengan 2002 (Jakarta: Sekretoriot Jenderz! MPR
R, 2002), hal. 3- 17,

 Thid_, hal. 15 -29,

* fhid., hal. 133 - 150.

™ phid., likat khosusmyn pada hal. 436, dan tercantum
dalam Bab IV wentang "Pola Umum Pelitn Reduz”

" 1bid., khususnys pads hal 627 - 628, dan tescunzuim
deulam Bab 1V tentang "Pala Umumn Pelita Ketign”
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ditetaphkan di Jakarta pada l.‘lmggﬂl 9 Ma-
ret 19837

d, Ketetwpun MPR Nomor IVMPRS 1985
wang ditetspkan di Jakarta pada tanggal 9
Marel 1988;"

e, Ketetapan MPR Nomor [VMPR/1993
yang ditetapkan di Jakaria pada tanggal 9
Mlaret L9935, dan

. Ketetapan MPR Nomor IUMDPR/1%98
vang diterapkan di Jakarta pada tanggal 9
Maret 1904,

Pelaksonaan reformasi hukum sebenamya
tclah mendapatkan landasan politik pembangu-
nan hukum nasional yang lebih signifikan dalam
GBHN 1993" dan 19987 Semenjak berlnkunya
kedua GBHN tersebul, Jegal policy dalam bi-
dang hukum telah mengalarmi dua perkembangan
sehagan berkut: (1) fegal policy yang semenjak
tabun GBHN 1973 pengaturannya dimasukkan
ke dalam peringkat “Sektor® - dalam GBHN
1973 misalnva bersama-sama dengan Sektor Po-
link, Aparatur Pemenintah, dan Hubungan Luar
Negeri-," dalam GBHN 1998 telah dimasukbkan
pengaturannva ke dalan peringkat "Bidang";"”
dan (2) bila dalam GBHN 1993 hanys diatur me-
ngenai 3 {tiga) Subbidang Jfegal policy, yakm;
{a) Materi Hukum; (b} Aparatur Hukum; dan {c)

2 phied,, kvesuanva pade hal, 781 - 782, dan tercanium
dalam Bab [V fentang "Pola Unnem Pelite Keempat®,

¥ fhvid, khosusnya pada hal, 914 - 915, dan tercantum
dalam Bab [V tentang “ Poln Unsiem Pelite Kelima®,

M Ihid., khususaye padi hal, 1072 = 1073, din tercaium
dalam Bab 1Y wentuny  “Pembangunan  Lima  Tahuo
Keenam™,

" thid, Khsusnys poska hal, 1247 - 1252, dan fercantum
dalam Bab TV temang “Pembangunon Loma Tahun
Fetupuh™,

* Wetetapnn MPR RI Momor I/MPET993 wemang Caris-
Garis Besar Haluwan Megara dalam Ketetapan-ketetapan
MPR BRI 1993 Besorin Susunan Kabinet Pembangunan V1
iSemarang: Ancka Hmu, [993), hal. 11 - 133,

" Ketetapan MPR RI Momor IUMPR/ 1998 tenfang Garis-
Garis Besar Haluan Megura dalam Majpelis Permusyawa-
fatan Rakyar Republik Indomesia, Keletapad-ketetapan
Majelis Permusyawirstan Rakyar Republik Indgonesi
Tahun 1998 (Jakuria: Sckretariat Jenderal MPR KL 1998),
hal. 9 - 156

* Departemen Penerangan Repoblik Indonesis, Keteta-
pin-ketetapan Majelss Permssvawaraan Rakyat Repablik
Indonesia Takus 1973 o eff, hal, 94 - 98,

¥ Majelis Permusyawaraian Rakyar Republik ndenes
sk, Ketstapan-ketetpan Majelis Permusyawuratan Rak-
vat Republik Indonesia Tahan 1998, ap. cit., bal, 137 -
142,
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Sarana dan Prasarana Hukum. Sedangkan dalam
GBHN 1998 terdapat dua mmbahan Subbidang,
vakni: (d) Budava Hukum dan (&) Hak Asasi
Manusia,

Adapun pengaruh dari pemikiran Friedman
mulai tampak dalam GBHN 1993, yakni ketika
arshan-arahan Bidang Hukum dibagi menjadi 3
{tign) Subbidang, yakni: (a) Materi Hukum; (b)
Apurmtur Hukum:, dan (¢} Sarana dan Prasarana
Hukuwm. Dengun demikian dapat dikstakan bah-
wa sejak tahun 1993, landasan dasar dari legal
palicy yang mengarahkan politik pembangunan
hukim nasional kita sangat dipengarubi oleh
pandangan Friedman.

Sebagai observasi umum, dapat dikatakan
bahwa dalam era sebelum reformasi ini semangat
pembaruan hukum di Indonesia sebenurmya juga
sudah banvak dikemukakan. Dalam catatan Tey-
ku Mohammad Radhie, dalam Pidato Dies Nata-
lis di Universitas Gadjah Mada yvang berjudul
"Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari®
pada tahun 1947, Prof. Dr. Mr. R. Supomo tefah
mengutirakan citz-cita tentang kebutuhan siatu
tata hukum yang kualitasnya sejajar dengan tata
hukum dani negara-negara yang maju; suatu ke-
satnan hukum sipil untuk semua golongan warga
negara; dan suatu sistem hukum yang mencakup
segala alivan pikiran modem di dunia, Supomo
Juga menunjukkan bahwa suatu susunan ekono-
mi baru, cita-cita industnabisasi, hubungan-hubu-
ngan dagang dengan luar neperi akan membu-
tuhkan pembentukan hukum sipil baru vang se-
suat dengan hukum sipil di negara-negara maju.*

Selanjuinya Radhie juga mencatat bahwa
dalam cersmahnya di hadapan para Anggota Per-
himpunan Ahli Hukum Indonesia dan Ikatan Sar-
jana Hukum Indonesia di Jakarta pada tahun
1955, Mre. Soewandi dabum makalahnya yang
berjudul “Sekitar Kodifikast Hukum Nasional di
Indonesia” juga telah mengemukakan panda-
ngannya mengenai perubahan-perubahan hukum
yang diperlukan di negara kita yang merdeka, Di-
kemukakan bahwa sebagai negara yang meme-
gang kehormatan din sendiri, Republik Indonesia
tidak dapat mengelakkan diri dari kewajiban un-
tuk menciptakan sendiri bukum nasionalnya; ti-

* Radhie, for. eir, hal 570; Sebagsi bahan diskusi, li-
hat puln Francis Fukivarmn, Stete Building: Govarsarnes
and World Order in the Twenty-Fiest Centiry (London:
Profile Books, 2005},

Aoty Bl

dak hanya meneruskan wansan dari zaman lam-
pau sajs, zaman yang dalam dasar-dasamya su-
daly sama sekali berubah dan zaman kita saat ind,
raman yvang tidak kita harapkan kembalinya

Dalam porkembangain  selanjuinya  tidak
tercatat lagi banyaknya sarjana hukum dan insti-
tusi-institusi pendidikan dan peneliian hukum
yvang mengemukakan pandangan-pandangannya
mengenal berbagai aspek pembarvan hukum di
Indonesta. Pandangan-pandangan dan pemikiran-
pemikiran tersebut begini kaya dan beragam, na-
mun demikian dampaknya dalam konieks pem-
baruan hukum dalam realitanya terasa belum be-
gitu menyentuh,

1. Pembangonan Politik Hukum Nasional di

Era Reformasi

Di Era Reformasi, MPR menyelenggara-
kan Sidang Istimewa pada bulan MNovember
1998, Salah samu hasil dan Sidang Isumewa ter-
gebut adalah Ketetapan MPR Nomor X/ MPR/
1998 tentang "Pokok-Pokok Beformasi Pemba-
ngunan dalem Rangka Penvelamatan dan Nor-
malisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan
Neyara" yang ditetapkan di Jakarta pada tunggal
13 November 1998" Dalam Ketetapan MPR
vang jugn dikenal schapai "GBHN Mini" ini di-
muat beberapa araban politk pembangunan bu-
kum nasional sebagai berikur-*

). Penanggulangan krisis di bidang hukum
bertujuan uniuk tegak dan terlaksananya
hukum dengan sasaran terwujudnya ke-
lertiban, ketenangan, dan Ketenteraman
masvarakat, Agenda yang harus dijalan-
kan adalab:

8. Pemisahan secara tegas fungsi dun
woewenang aparatur penegak hukum
agar dapat dicapai proporsionalitas,
profesionalitas, dan integritas vang
utuh.

b. Meningkatkan dukungan perangkat,
sarana dan prasarana hukum yang le-
bih menjamin kelancaran dan kelang-
sungan berperannya hukum sebagai
pengatur kehidupan nasional,

c. Memantapkan penghormatan  dan

*! Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesis,
Himpunan Kewewpan MPRS dan MPR Tahun 1960
sampei dengan 2002, op. cir., hal. 1315 - | 331,

“ fbid.. hal. 1328,
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penghargaan terhadap hak-hak asasi
manusia melalui penegakan  hukum
dan peningkatan kesadaran hukum
bagi selumuh masyarakat.

d. Membentuk Undang-Undang Kesela-
matan dan Keamanan Negara sebag
pengganti Undang-Undang Nomor 11
/PNPS/1963 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Subversi yang akan di-
cabul.

2). Pelaksansan reformasi di bidang hukum
dilaksanakan untuk mendukung penang-
gulangan krisis di bidang hukum. Agenida
yang harus dijalankan adalah:

a. Pemisahan vang tegas antar funpsi-
fungsi vudikatif dan eksekutif.

b, Mewujudkan sistem hukum nasional
melalui program legislasi nasional se-
carn terpada.

¢ Menegakkan supremasi hukum dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan hemegara,

d. Terbentuknya sikap dan perilaku ang-
pota masyarakal termasuk para pe-
nyelenggara negara yang menghar-
mati dan menjunjung tmggi hukom
v berlaku,

Dalam konteks "GBHN Mini" ini, sangat
jelas terlihat bahwa pembangunan politk hukum
nasional diarahkan untuk menanggulangi krisis
di bidang hukum. Penanggulangan knsis di bi-
dang hukum bertujuan untuk tegak dan terlaksa-
nanya hukum dengan sasaran terwujudnya keter-
tiban, ketenangan, dan keténleraman masvarakat,

Selanjutnyn, kira-kira 11 bulan kepudian,
MPR hasil pemiliban umum tahun 1999 menga-
dakan sidang. Salah satu hasil dari Sidang MPR
rersebut adalah Ketetapan MPE Nomor 1V/MPR/
1999 tentang “Garis-Gars Besar Haluan Megara
Tohun 1999 - 2004" yang ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 1999 Politik pemba-
ngunan hukum nasional dalam konteks legal po-
fiey pada saat itu memiliki tolok ukur 10 {(sepu-
luby) butir arahan GBHN sebagaimana ditetapkan
dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/159%9,
Kesepuluh arahan tersebut adalah sebagai beri-
b=

. Mengembangksn budaya hukum di se

4 Ihid,, bal. 1509 - 1528
H rhict, hal, 1524,
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mua lapisan masyarakat untuk terciptanya
kespduran dan kepatuhan hukum datam
kernngka supremasi hukum dan tegaknya
negara bk,

Menata  sistem  hukum  pasional vang
menyelunih dan terpadu dengan menga-
ki dan menghommati hukum agama dan
hukom adar scrta memperbahann  per-
undang-undangan warisan kolomial dan
hukum masional yang diskrimmaiif, ter-
musuk ketidakadilan jender dan ketidak-
sesumannys dengan  tunulan reformast
melalui program legislasi.

Menepakkan hukum secara konsisten
untuk lebih menjamin kepastian hukum,
keadilan dan kebenaran, supremasi hu-
kum, serta menghargai hak asasi manu-
51,

Melanjutkan ratifikasi konvensi interna-
sional, lerutama yang berkaitan dengan
hak ssasi manusia sesuni dengan kebu-
tuhan dan kepentingan bangsa dalam
bentuk undang-undang.

Meningkatkan integritas moral dan ke-
profesionsfan  aparnt penegak  hukum,
termusulk Kepohsian Negara  Republik
Indonesia, untuk menumbubkan keperca-
vaan masyarakat dengan meningkatkan
kesejahteraan, dubungun  sarana  dan
prasarana hulkum, pendidikan serta pe-
ngiwasan yang efekaf,

Mewujudkan lembagn peradilan  yang
mandin dan bebas dari pengaruh po-
nguasa dan pihak manwspun,
Mengembangkan  peraturan perundang-
undangan yang mendukung kegiatan per-
ekonomian dalam menghadap cra perda-
gangan bebas tanpa merugiken kepenti-
ngan nasional,

Menvelenggarakan proses peradilan seca-
o cepat, mudah, murah, dan terbuka, ser-
ta bchas korupsi, kolusi, dan nepotisme
dengan telap menjunjunyg tinge asns kea-
dilan dan kebennran.

Meningkatkan pemahaman dan penyada-
ran. serta meningkatkan perfindungan,
penghormatan, dan penegakkan bak asas
manusia dalam seluruh aspek kehidupan,
Menvelesaikan berbagai jproses peradi-
tan terhadap pelangparan hukum dan hak
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asasi manusia yang belum ditangani se-
carn tuntas.

Jika dilakukan peninjauan secara kompre-
hensif, politik pembangunan hukum nasicnal
vang diarahkan pada era pasca reformasi i ma-
gih terkens pengaruh pandangan Friedman, wa-
lavpun pengaruhnva-terutama dalam  konteks
pemberian judul-judul Bidang atau Sub-bidang-
nya, karena memang tidak dibagi atas hal-hal
tersebut  tdak  sebesar pengarubnya  dalam
GBHN 1993, Namun pengaruh ini akan terlihat
lebih jelas lagi pada politik pembangunan hu-
kum nasional dalam era pasca reformasi.

1. Pembangunan Politik Hukum Nasional di
Era Pasca Reformasi

Di era pasca reformasi, pembangunan po-
litik hukum nasional memjuk pada beberupa
arahan yang bertajuk “Pembenahan dan Sistem
Politik Hukum"™ yang merupakan salah satu ba-
gian dari Rencana Pembangunan Jangks Mene-
ngah Nasional (RPIMN} 2004-2009.% Dengan
demikian pembahasan dalam bagian berikuinva
i juga akan didasarkan pada ketiga unsur sis-
tem hukum tersebut,

Datam Perpres ini pengarub Friedman sa-
ngat tampak pada bagian-bagian awal, dimana
permasalahan politik pembangunan hukum nasi-
onal ditinjau dari 3 (tiga) kal: substansi hukum,
struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam
konteks substansi hukum, terdapat beberapa
permasalahan vang mengemuka antara lain se-
bagai benkut: terjudinya mmpang tindih dan in-
kosistensi peraturan perundang-undangan dan
implementasi undang-undang terhambat peratu-
ran pelaksanasnnya.

Selanjuinva dalam konteks sivukiur ho-
kum juga disebutkan beberapa kendala antars
lain sebagai berikut: kurangnyea independensi dan
akuntabilitas kelembagaan hukum, padahal fak-
tor independensi dan akuntabilitas merupakan
dua sisi mata uang logam. Selanjutmya dising-
gung pula mengenai kualitas sumber daya manu-
sia di bidang hukum - mulai dan peneliti hukum,
perancang peraturan perundang-undangan sam-
pai tingkat pelaksana dan penegak hukum musih
memerlukan peningkatan, Ditegaskan pula me-

¥ Republik Indonesia, Paraturen Presiden Repubiik [ndo-
nesin tentang Rencana Pembangunen fongka Menengub
Nasiona! Tahun 2004-2008, fae oir.

Azis Budimmio

ngenai permasalahan  sistem  peradilan  yang
transparan dan terbuka. Konteks ind juga menya-
rankan perlunya pelsksanaan pembinaan satu
atap oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai upaya
untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan keba-
kiman dan menciptakan putusan pengadilan vang
tidak memihak (imparctial),

Terakhir, dalam kontcks budava hukom,
disoroti beberapa permasaloban antara lain scha-
gai berkut: timbulnya degradasi budaya hukum
di lingkungan masvarakal. Gejala ini ditandai de-
ngan meningkaimya apatisme seiring dengan me-
nurimnya tingkat apressins: masyarakat, baik ke-
pada substansi hukum maopan kepada strukour
hukum yang ada. Sclanjutnyva disinggung pula
permasalahan menurunnya kesadaran akan hak
dan kewajiban hukum dalsm masyarakat.

Schubungan dengan beberapa permasala-
han terschut, menurut Perpres tersebut, sasaran
vang akan dilakukan dalam labun 2004 - 2000
adalab terciptanya sisterm hukum nasional vang
adil, konsckucn, dan tidak diskriminatif (terma-
suk tidak diskrmnatf terhadap perempusn atay
bias jender): tenammnyi konsistenst seluruh pe-
raturan perundang-undangan puda tngkat pusat
dan daerah, serta tidak bertentangan dengan pera-
turan yang lebih ingg; dan kelembagaan peradi-
lan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih,
profesional dalam upaya memulihkan kembali
kepercayaan masyarakat scoars keseluruhan ke-
puda hukum,

Berkaitan dengan hal-bal sebagaimana di-
urzikan di muka, "pembangunan politik hukum
nasional” antara talwen 2004 - 2009 diarahkan pa-
da kebijakan untuk memperbaiki substanst {mao-
tert) hukum, strokior (kelembagaan) hukoum;
dan kultur (budaya) hukum, melalui upaya;™

L. Menata kembali substans: hukum melalui
peninjauan dan penataan kembali peratu-
ran perundang-undangan uniuk memper-
hatikan tertib perundang-undangan de-
ngan memperhatikan asas umum dan hi-
rarki perundang-undungan; dan menghor-
muti serta memperkuat kearifan lokal dan
hukum adat untuk memperkaya sistem
hukum dan peratucan melalia pemberda-

i Republik Indonesis, Pesaturan Presiden. Republik Indo-
nesi. tentang Rencana Pambangurun Tangks Menengah
Mupionnl Tahun 2004-200%, foc e, bapian "Arsh
Kebipakan”,
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yaan yvunsprudensi sebagal bagian damn
upaya pembaran maten hukum nasional

2. Melakukan pembenaban strukiur hukum
melalui penguatan kelembagaan dengan
menmgkatkan protesicnalisme hakim dan
staf peradilan serta kualitas sistem peradi-
lan yang terbuka dan transparan; menye-
derhanakan sistem peradilan, meningkat-
kan transparans) agar peradilan dapat di-
akses oleh masyarnkat dan memastikan
bahwa hukum diterapkan dengan adil dan
memihak pada kebenaran; memperkiat
kearifan lokal dan hukwm adat untuk
memperkaya sistem hukum dan peratran
melalui pemberdavaan yurisprudensi se-
bagai bagian dun upava pembaruan hu-
kum nasional.

3. Meningkatkan budaya hukum antara lain
melalui pendidikan dan sosialisasi berba-
gal peraturan perundangundimgan  seoa
peniaku kereladanan dard kepala negara
dan jajarnnnva dalam mematubi dan me-
naati hukum seria penegakan supremasi
hukaum,

Untuk melakukan pembaran terhadap
substansi (materi) hukum nasional, diperlukan
penelitian yang bersifat mendalam, agar tujuan
meniadakan tumpang tindih dan inkonsistensi pe-
raturan dapat dilindari. Karena adanya Pasal 11
Aturan Peralihan UUD 1945, pasca Proklamas:
Eemerdekaan masih terjadi keanekaragaman hu-
kum. Berdasarkan hal tersebut, banyak peraturan
dan masa kolonial yang masih berlaku. Data pa-
da sekitar tahun 1992 menunjukdkan bahwa terda-
pat sekitar 400 (cmpat ratus) peraturan dan masa
kolonial yang masih berlaku hingga saat itu,

Berdasarkan data dari Badan Pembinaan
Hukum Nasional (BPHN), diperkirakan bahwa
peraturan-peraturan  yang  pernah  dikeluarkan
oleh Pemerintah Hindia Belanda sampai dengan
tahun 1949 berjumlah sekitar 7.000 peraturan. Ji-
ka dikaitkan dengan jumlah peraturan yang dike-
luarkan per tahun sejak tahun 1819 - 1949 di da-

*' Pusal 1 Atwran Persliban UUD 1945 yang dimaksud
terutamn adalah ketentuan vang ade di dalam naskuh asii
UL 1945 {scholum diobah). yang menvatskan schagui
berikut: "Segola baden negara donm peraturnn yang uda
masih langsung beriku selama belum disdakan vang bar
menurut Uncheng-Undang Dasar ini®,
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lam Buku Kumpulan Peraturan Perundang-unda-
npan Hindia Belanda vang disusun oleh Mr. E
ML Engelbrecht (terbitan tahun 1960), maka
Jumifal tersebut dapal dikatakan mendekat kebe-
naran.” Dengan adanya pemberlakuan beberapa
peraturan  barvontuk menggantikan peratruran-
peraturan lama tersebut, jumlah vang tersisa ti-
dak Ligt sekitar 400 peraturan, totapi telah agak
berkureng.™ Karena i maks permasalahan wta-
ma pembangunan politk hukum nasional ancara
luin adalah sebagm benkut: {1) memperbarui atau
mengganti peraluran hukum dan masa kolondal
vang masih berlaku melals Atsran Peralihan
LIUD 1945, dan (2} menciplakan hukum baru
yang secara utuh begsumber pada Pancasily dan
ULID 1945 (termasuk Perubahan-perubahannya),
sesual dengan mnnian dan perkembangan ma-
syarakat pada fimgkat lokal, nasional, regional,
dan internasional datam era globalisasi, ™
Untuk mencapai berbagai tujuin yang disc-
butkan di muka, Perpres menetapkan berbagai
program pembangunan vang mencakup 5 (lima)
bl scbagai berikut;™"
I. program perencanaan hukum;
2. program pembentukan hukum;
3. program peningkatan kinerja lembaga pe-
rudilan dan lembaza penegakan hukum
latnnya;

* Uniuk mendapatkan data yang lebil dersil mengenai
hal ini, lbat Roesminah, et, sl "Laporen Akhic Tim Pe-
ryasunan Rereuna Pescabuton Perniuran Pemndang-un-
danysn Kolomial®. "zkana: Badan Pembinnan Hokom Ma-
sionad Depariemen Kehakiman BRI 19911993, Menuiut
pengamatan penulis, hingga saat ind belum nda langkah-
Inngkah tindok Lnjut yang signitikan techadap lasil pene-
litiun i, dodum arti betum aids lusgkab-lamgkah konplrit
uniik melakukan penggantian secam poogresdl erisdop
peraturan perundangundangan kolonial. Hol mi mésslava
daput dilihat darni nagkah “Program Logislasd Masional Ta-
hua 2008 - 20097, dori sekitur 284 Rancanpon Undang-
Undang (RULT vang diprogrmmkan untuk diselesaikon
antare fshun 2005 - 2009 - alan yang nota bene bisa dika-
inkan sehagai politik (pembangunsn) perindsng-unds-
figin kite pada ern posca reformasi - sanget sedikit gekali
{atau bisa diketekan humpir-hampir tidak ada) persiuran
perusdang-undangan kolonial yang diprogramban antuk
diganti,

* Diantars peraturan-peraturan baru yenyg diberlakukan
untuk menggantikan peraturin-peraturan lama terseba
tnduh UL Nomor 1 Tahun 2004 tentung "Pechenduharaan
Megarn”, vang menggentikan [ndische Comgaabiliteits
Wet (ICW) (Stantsblad Tahun |92% Nomuor 448},

* Joseph Stiglitz, Globalization and fts Discontents (Lon-
don: Penguin Books, 2002, hal 145,
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4. program peningkatan kualitas profesi hu-
kum;

5. program peningkatan kesadaran  hukum
dan hak asasi manusia.

D. Penutup

Berdasarkun uratan tersebut diatas, dapet
disimpulkan bahwa pembangunan politik hukum
nasional merupakan salah sat bidang pemba-
ngunan vang pentimg, vang juga memerluban
pethatian dan penanganan secara intensif seba-
gmmana idang-bidang pembangunan lainnya,
Dari tinjavan historis tampak bahwa terjadi per-
masalahan yang terkait dengan inkonsistensi dan
tumpang tindihnya berbagai peraturan dalam pel-
bagai bidang. Inkonsistensi dan tumpang tindih-
nya berbagai peraturan ini menyebabkan upaya
pembangunan hukum nasional menjadi agak sulit
dilakukan,

Pembangunan politik hukum nasional yang
diberlakukan sejak masa Orde Lama hingga era
Pasca Reformasi sant ini sebenamya cukup mem-
benkan akomodasi untuk menyelesaikan berba-

Azly Brdfantr

gai permasalahan, namun demikian dalam reali-
tanya pembangunan politik hukum nasional ter-
sebut terkesan agak sulil diterapkan, sehingga da-
lam beberapa sisi. politik pembangunan hukum
nasional dimaksud terkesan agak menjadi sloga-
nistis.

Sehubungan dengan hal tersebut dibutub-
kan suatu politik pembangunan hukum nasional
yang komprehensif untuk memperbaiki dan me-
nyempurmakan tatanan hukum dalam era pasca
reformasi. Sehubungan dengan hal tersebut, per-
masalahan utama pembangunan politik hulum
nasional antara lan adalah sebagai berikut: (1)
memperbarul atau mengganti peraturan hukum
dari masa kolonial yang masih berlaku melalui
Aturan Peralihan UUD 1945; dan (2) mencipta-
kan hukum baru yang secara utuh bersumber pa-
da Pancasila dan UUD 1945 (termasuk Peruba-
han-perubahannya), sesum dengan funtutan dan
perkembangan masyarakat pada tingkat lokal,
nasional, regional, dan intemasional dalam era
globalisas:,
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